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ABSTRACT 

Fenomena kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme, gender, dan lingkungan tidak dapat dipahami 

sebagai persoalan terpisah, melainkan sebagai jejaring kompleks yang saling memperkuat. Kajian-kajian 

sebelumnya cenderung menempatkan isu tersebut secara sektoral, sehingga menyisakan kesenjangan 

teoritik dalam membaca keterhubungan multidimensional yang membentuk krisis sosial-ekologis 

kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara lima isu tersebut serta 

merumuskan paradigma pembangunan sosial-ekologis yang berkeadilan melalui pendekatan interdisipliner 

dan kritis-transformasional. 

Penelitian ini menggunakan metode systematic literature review terhadap publikasi ilmiah internasional 10 

tahun terakhir yang relevan dengan isu kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme, gender, dan lingkungan, 

dilengkapi dengan analisis dokumen kebijakan global maupun nasional. Data dianalisis menggunakan 

thematic analysis untuk mengidentifikasi pola keterhubungan antar isu dan critical discourse analysis untuk 

membongkar narasi dominan yang melanggengkan ketidakadilan. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat struktural dan menjadi akar bagi kerentanan 

gender serta tumbuhnya radikalisme. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya memperkuat siklus 

eksklusi sosial, sementara degradasi lingkungan berkontribusi terhadap krisis ekonomi dan konflik sosial. 

Perempuan dan kelompok marjinal muncul sebagai pihak yang paling terdampak namun paling lemah 

dalam representasi kebijakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kelima isu tidak hanya saling berkaitan, 

tetapi membentuk lingkaran sistemik yang sulit diputus tanpa pendekatan holistik. 

Kesimpulannya, diperlukan paradigma pembangunan sosial-ekologis berkeadilan yang 

mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, gender, dan lingkungan. Secara teoretis, penelitian ini 

memberikan kontribusi pada pengayaan kajian interdisipliner dalam ilmu sosial-humaniora, sementara 

secara praktis memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan publik yang lebih inklusif dan 

berkelanjutan. 

 

PENDAHULUAN 

Di era perubahan iklim yang makin nyata, ketimpangan sosial-ekonomi, krisis lingkungan, dan 

konflik ideologis kembali menampakkan wajahnya sebagai krisis ganda— bukan hanya krisis ekologis, 

tetapi juga krisis keadilan dan kemanusiaan. Misalnya, penelitian Climate Change and the Feminization of 

Poverty in Africa: Insights from Rural Zimbabwe mencatat bahwa perubahan iklim memperburuk 

kemiskinan perempuan di pedesaan karena kekurangan akses terhadap sumber daya dan ketidakmampuan 
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menyesuaikan diri (adaptive capacity) terhadap kerusakan lingkungan. SAGE Journals Sementara itu, 

review sistematik dari European Commission (2023) menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi, sosial, 

dan pendidikan secara konsisten menjadi faktor prediktif untuk radikalisasi ekstremisme kekerasan. home-

affairs.ec.europa.eu Dalam konteks ini, kecenderungan kontrol politik dan kebijakan darurat menjadi 

respons dominan, tetapi banyak yang bersifat represif ketimbang solutif berkeadilan. Tantangan utamanya: 

bagaimana membangun solusi yang tidak hanya darurat (emergency), tetapi transformasional— kontrol 

oleh masyarakat, partisipasi publik, keadilan gender dan lingkungan yang menyeluruh. 

Literatur akademik dalam lima tahun terakhir makin memperjelas bahwa isu-isu kemiskinan, 

ketidakadilan, gender, lingkungan, dan radikalisme tidak berdiri sendiri. Sebagai contoh, Energy poverty 

and gender equality in education: Unpacking the transmission channels (2024) menemukan bahwa 

kemiskinan energi menghambat kesetaraan gender dalam pendidikan melalui jalur kesehatan, akses 

pencahayaan, dan fasilitas memasak bersih. ScienceDirect Demikian juga, artikel Environmental Injustice 

as a Multiplier of Injustice and Human Insecurity: The Cases of Boko Haram and the Taliban menunjukkan 

bahwa degradasi lingkungan dan kemiskinan menjadi bahan bakar bagi munculnya radikalisme dalam 

situasi di mana populasi merasa diabaikan dan tereksklusi. Lieberts Selain itu, kajian Gender-based climate 

(in)justice: An overview (2024) menggarisbawahi bahwa perempuan di Global South dengan pendapatan 

rendah paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan menghadapi ketidakadilan dalam adaptasi dan 

kebijakan lingkungan. ScienceDirect Literatur-literatur ini memperlihatkan trend yang membentuk 

kesadaran bahwa kita perlu pendekatan interdisipliner dan kritis agar dapat menangani isu-isu yang saling 

bersinggungan ini secara sistemik. 

Berdasarkan kondisi kontekstual dan kesenjangan literatur tersebut, tulisan ini bertujuan untuk: 

(1) merinci secara empiris dan konseptual bagaimana kemiskinan, ketidakadilan sosial, radikalisme, 

gender, dan degradasi lingkungan saling terhubung; (2) mengidentifikasi akar struktural dan narasi dominan 

yang melanggengkan ketidaksetaraan dan marjinalisasi; (3) membangun kerangka paradigma 

pembangunan sosial-ekologis berkeadilan yang bersifat transformasional, bukan sekadar mitigatif; dan (4) 

menawarkan rekomendasi kebijakan dan strategi intervensi yang memadukan keadilan sosial, inklusi 

gender, dan keberlanjutan lingkungan sebagai solusi jangka panjang. 

Novelti dari tulisan ini terletak pada penggabungan simultan lima isu utama— kemiskinan, 

ketidakadilan, radikalisme, gender, dan lingkungan— dalam satu kerangka analisis kritis-transformasional, 

yang jarang dilakukan dalam literatur lokal maupun internasional secara komprehensif. Tidak hanya itu, 

penelitian ini akan menyajikan model konseptual yang menghubungkan elemen-eksternal (misalnya, 

kerusakan lingkungan dan perubahan iklim) dengan dinamika internal masyarakat (persepsi keadilan, 

norma gender, faktor-ekonomi) dalam konteks negara berkembang. Dengan demikian, tulisan ini 

diharapkan memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan: memperkaya teori pembangunan dan keadilan 

sosial, sekaligus menyediakan pijakan empiris bagi perumusan kebijakan publik yang lebih adil, inklusif, 

dan berkelanjutan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kemiskinan dan teori multidimensi (Sen, Nussbaum, multidimensional poverty index). 

Kajian Pustaka: Kemiskinan dan Teori Multidimensi 

Kemiskinan multidimensi merupakan kerangka konseptual yang melampaui pengukuran 

kemiskinan hanya dari sisi pendapatan atau konsumsi, dengan memasukkan dimensi-non-moneter seperti 

pendidikan, kesehatan, kualitas hidup, dan akses terhadap layanan dasar. Teori capability yang 

dikemukakan oleh Amartya Sen dan dikembangkan bersama Martha Nussbaum memberi fondasi filosofis 

dan normatif tentang kemiskinan sebagai kekurangan kemampuan (capabilities)—yakni apa yang 

seseorang dapat lakukan dan jadi, bukan hanya apa yang dimiliki (resources). Dalam teori ini, fungsi-fungsi 

(functionings) adalah realisasi kemampuan-kemampuan itu, sementara capability adalah peluang nyata atau 

kebebasan untuk memilih di antara berbagai functionings yang bermakna. Konsep konversi (conversion 

factors) sangat penting: yaitu faktor internal dan eksternal—seperti kondisi kesehatan, lingkungan, sosial, 

budaya, gender—yang mempengaruhi sejauh mana sumber daya yang ada dapat diubah menjadi capability 

dan functioning. Studi “Poverty as capability deprivation: Considering the relational approach, group-based 

analysis, and socio-structural lens” (2024) menegaskan bahwa faktor struktural sosial dan historis secara 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0169796X241305062?utm_source=chatgpt.com
https://home-affairs.ec.europa.eu/systematic-review-quantitative-studies-inequality-and-radicalisation_en?utm_source=chatgpt.com
https://home-affairs.ec.europa.eu/systematic-review-quantitative-studies-inequality-and-radicalisation_en?utm_source=chatgpt.com
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162524000702?utm_source=chatgpt.com
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/env.2022.0060?utm_source=chatgpt.com
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462901124002685?utm_source=chatgpt.com


Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara                                                                           E-ISSN : 3088-988X 
 

Page - 343  CC Attribution-ShareAlike 4.0 License. 

sistematis mempengaruhi kemampuan individu untuk berekspresi dan berfungsi, dan bahwa kemiskinan 

tidak hanya soal ketiadaan sumber daya materi tetapi juga ketiadaan kesempatan, pilihan, dan keadilan 

dalam struktur sosial. SAGE Journals 

Dalam praktik empiris, indeks kemiskinan multidimensi (Multidimensional Poverty Index, MPI) 

menjadi instrumen utama untuk mengukur kemiskinan dalam kerangka tersebut. MPI dikembangkan oleh 

UNDP dan Oxford Poverty & Human Development Initiative sejak 2010, mengukur kemiskinan akut 

melalui beberapa indikator dalam tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (living 

standards) dengan sepuluh indikator spesifik. Studi terkini seperti Multidimensional Poverty and Growth: 

Evidence from India 1998–2021 (2024) menggunakan MPI dan metode Alkire-Foster untuk menganalisis 

dampak pengurangan kemiskinan multidimensi terhadap pertumbuhan ekonomi; hasilnya menunjukkan 

bahwa penurunan kemiskinan multidimensi sebesar 10% berhubungan dengan kenaikan pendapatan per 

kapita sekitar 3-4%, terutama melalui perbaikan pendidikan dan gizi. ScienceDirect Selain itu, artikel 

Moderate Multidimensional Poverty Index: Paving the Way Out of Poverty (2023) mengusulkan 

pengukuran MPI moderat sebagai pelengkap MPI akut, agar dapat menangkap kemiskinan relatif dan 

standar hidup yang lebih tinggi di negara atau daerah yang sudah mengurangi kemiskinan akut secara 

signifikan. SpringerLink Namun, terdapat kebingungan (konfusion) dalam literatur terkait pemilihan 

indikator, bobot (weighting), serta ambang batas (cut-off) deprivation yang digunakan; selain itu isu data 

yang komparabel antar wilayah dan waktu sering menjadi tantangan, terutama dalam menangkap dimensi 

non-moneter dan variabilitas konteks lokal. 

 

Ketidakadilan sosial dan teori keadilan (Rawls, Fraser, Sen, Young). 

 

Teori keadilan modern dikonstruksi melalui beberapa tradisi komplementer: Rawls menekankan 

prinsip fairness dan distribusi yang adil (justice as fairness), Sen dan Nussbaum memperluas fokus pada 

capabilities—yakni kebebasan real untuk mewujudkan functionings yang bermakna—sedangkan Nancy 

Fraser menuntut integrasi antara redistribusi (ekonomi) dan recognition (kultural), dan Iris Marion Young 

menyorot dimensi structural injustice serta tanggungjawab kolektif. Dalam konteks ketidakadilan sosial, 

istilah-istilah ini kualifikasinya berbeda: Rawls menawarkan norma normatif untuk institusi, Sen 

menempatkan kesejahteraan dalam kerangka kebebasan substantif, Fraser menuntut perhatian ganda atas 

kelas dan identitas, dan Young menuntut tanggung jawab politik untuk struktur sosial yang memproduksi 

ketidakadilan. Relevansi teori-teori ini meningkat seiring munculnya bukti bahwa ketimpangan ekonomi 

saja tidak cukup menjelaskan marjinalisasi—isu pengakuan, partisipasi, dan struktur sosial yang tak terlihat 

menjadi determinan utama ketidakadilan kontemporer. Bukti empiris terbaru (kajian TMF untuk kesehatan 

dan kesetaraan) menegaskan perlunya sintesis teori untuk intervensi kebijakan yang efektif. Namun 

terdapat konfusion: perdebatan metodologis mengenai prioritas (redistribusi vs recognition), bagaimana 

menggabungkan norma normatif dengan analisis empiris, serta implikasi praktik (siapa bertanggung jawab 

dan bentuk intervensi apa yang paling tepat). (Lihat: Hayvon et al., International Journal for Equity in 

Health 2024; Kangas-Müller, Gender, Work & Organization 2024). BioMed Central+1 

Dalam lima tahun terakhir terlihat tren penelitian yang menggabungkan pendekatan-pendekatan 

keadilan untuk menjelaskan fenomena ketidaksetaraan yang bersifat multi-dimensional: kajian empiris 

menerapkan lensa capabilities untuk menilai akses pendidikan dan kesehatan, studi redistribusi-recognition 

mengeksplorasi dampak kebijakan identitas dan ekonomi, sementara analisis struktural mengangkat 

tanggung jawab kolektif terhadap ketidakadilan yang muncul dari jaringan institusi. Contoh eviden terkini 

menunjukkan bahwa intervensi yang hanya fokus pada transfer sumber daya tanpa memperbaiki 

mekanisme pengakuan dan partisipasi sering gagal mengatasi eksklusi jangka panjang—temuan ini sejalan 

dengan kritik Sen bahwa pendekatan semata-utilitarian atau semata-distribusi tak menangkap kebebasan 

substantif warga. Selain itu, literatur filsafat politik kontemporer dan kajian tanggung jawab struktural 

memberi argumen normatif serta strategis tentang bagaimana mengalihkan fokus dari liability tradisional 

ke tanggung jawab kolektif maju-ke-depan (forward-looking responsibility). Konfusion utama yang 

muncul adalah: (1) ketegangan antara ideal normatif (mis. prinsip Rawls) dan konteks non-ideal praktik 

kebijakan; (2) masalah operasionalisasi—bagaimana mengukur recognition, partisipasi, atau tanggung 

jawab struktural dalam studi kuantitatif; dan (3) implikasi politik dari menggabungkan teori—apakah 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/13684310241270471?utm_source=chatgpt.com
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026499932300398X?utm_source=chatgpt.com
https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-023-03134-5?utm_source=chatgpt.com
https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-024-02141-3?utm_source=chatgpt.com
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sintesis tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang sah dan efektif. Literatur terbaru yang 

relevan: Gasper (analisis peran Sen dalam kajian modern, 2023), Goodin (tanggung jawab struktural, 2021), 

dan tinjauan sintesis TMF (Hayvon et al., 2024). Taylor & Francis Online+2SAGE Journals+2 

Radikalisme dan marginalisasi sosial (Gurr, Wiktorowicz, teori deprivasi relatif). 

Kajian Pustaka: Radikalisme dan Marginalisasi Sosial 

Marginalisasi sosial dalam wacana radikalisme sering diartikan sebagai kondisi di mana individu 

atau kelompok merasa terpinggirkan secara ekonomi, politik, budaya atau sosial dibandingkan kelompok 

lain, dan merasa bahwa posisi mereka tidak adil atau tidak mendapat pengakuan yang sesuai. Teori relative 

deprivation (misalnya seperti yang dikembangkan oleh Ted Gurr) menyatakan bahwa persepsi bahwa “kita 

dibatasi atau kurang dibanding orang lain” dapat memicu ketidakpuasan, kemudian memicu tindakan 

ekstrem bila tidak ada saluran legitim untuk mengungkapkannya. Wiktorowicz, di sisi lain, menyoroti peran 

jaringan sosial, agama, identitas dan status budaya dalam menyediakan kerangka bagi radikalisme sebagai 

respons terhadap marginalisasi. Dalam literatur kontemporer, tren bahwa studi‐radikalisasi tidak lagi hanya 

melihat faktor ideologis atau psikologis individu, tetapi lebih pada konteks struktural dan persepsi 

ketidakadilan kolektif. Misalnya, artikel Extremist Thinking and Doing: A Systematic Literature Study of 

Empirical Findings on Factors Associated with (De)Radicalisation Processes (Feddes, Nickolson, van 

Bergen, Mann & Doosje, 2023) menunjukkan bahwa pengalaman diskriminasi, rasa ketidaksetaraan (group 

deprivation), dan eksklusi sosial adalah faktor risiko utama bagi kerentanan terhadap ideologi ekstrem. 

SAGE Journals Namun konfusion muncul: seberapa besar unsur persepsi vs kondisi objektif (misalnya 

kemiskinan yang nyata) mempengaruhi radikalisasi, serta bagaimana mengukur “marginalisasi sosial” 

secara konsisten antar konteks budaya dan geografis. 

Paragraf 2 — Eviden empiris, tren terkini, dan isu metodologis (konfusion) 

Eviden empiris terkini mendukung bahwa marginalisasi sosial dan deprive relatif bukan hanya prediktor 

radikalisme pasif (misalnya kekecewaan, ketidakpuasan), tapi juga berpotensi menjadi pemicu langsung 

bagi aktivisme radikal atau kekerasan. Contohnya, studi Political Violence as a Last Resort: The Role of 

Group-Based Relative Deprivation (Guimond, Nugier et al., 2023) menemukan bahwa kelompok-

kelompok yang merasakan relative deprivation tingkat tinggi cenderung beralih dari aktivisme damai 

menuju tindakan lebih ekstrem jika respons negara terhadap tuntutan mereka lemah atau represif. 

SpringerLink Selain itu, studi di Inggris menunjukkan bahwa community deprivation (tingkat marginalisasi 

komunitas secara ekonomi dan sosial) terkait dengan meningkatnya kekerasan sayap kanan (far-right 

violence) di daerah-daerah yang mengalami deprive relatif tinggi dibandingkan daerah lain; ini memperkuat 

hubungan antara kondisi struktural, marginalisasi, dan tindakan ekstrem. prio.org Salah satu konfusion 

metodologis adalah bahwa banyak studi bersifat cross-sectional sehingga sulit menetapkan kausalitas 

(apakah marginalisasi menyebabkan radikalisme, atau radikalisme justru memperparah marginalisasi). 

Juga, terdapat ambiguitas dalam indikator-indikator apa yang paling relevan: apakah fokus pada faktor 

ekonomi, diskriminasi sosial, status identitas, akses politik, atau semua itu sekaligus. 

 

Teori gender kritis (Butler, hooks, intersectionality – Crenshaw). 

Judith Butler memformulasikan gender sebagai perbuatan berulang—gender performativity—di 

mana identitas gender bukan atribut esensial tetapi hasil dari praktik, norma, dan performa sosial yang 

diulang-ulang; fokus ini menggeser perhatian dari kategori biologis ke proses sosial yang memproduksi 

perbedaan gender. Risen (tren): sejak beberapa tahun terakhir ada pergeseran kajian ke arah 

mempertemukan teori performativitas dengan studi materialitas tubuh dan politik anti-gender yang muncul 

di ranah publik.  kajian kontemporer menunjukkan adaptasi dan perluasan konsep performativitas ke 

konteks yang lebih-than-human dan analisis politik identitas; misalnya tinjauan kritis yang menelaah 

perkembangan wacana performativitas dan aplikasinya dalam studi budaya kontemporer (Esposito, special 

issue 2024). Taylor & Francis Online Konfusion: tantangan metodologis muncul ketika menerjemahkan 

teori normatif Butler menjadi indikator empiris—mis. bagaimana mengukur “performative acts” dalam 

studi kuantitatif atau bagaimana membedakan antara performa yang memperkuat norma patriarki versus 

performa yang subversif—sehingga penelitian terkadang terjebak antara narasi filosofis yang kaya dan 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17449626.2023.2255600?utm_source=chatgpt.com
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.3233/DEV-230345?utm_source=chatgpt.com
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-46254-2_4?utm_source=chatgpt.com
https://www.prio.org/2023/10/community-deprivation-drives-far-right-violence/?utm_source=chatgpt.com
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17405904.2023.2230602?utm_source=chatgpt.com
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kebutuhan operasionalisasi empiris yang jelas (lihat juga ulasan populer tentang perkembangan pemikiran 

Butler 2024).7 

Intersectionality (Crenshaw) menekankan bahwa pengalaman penindasan dan subordinasi bersifat 

saling bertaut (mis. ras × gender × kelas × disabilitas), sehingga analisis tunggal (mis. hanya gender atau 

hanya ras) gagal menangkap bentuk ketidakadilan yang dialami oleh subjek-subjek terpinggirkan; bell 

hooks selanjutnya melengkapi diskursus ini dengan etika cinta, solidaritas rasial-kelas-gender, dan kritik 

terhadap budaya patriarki kapitalis.  selama lima tahun terakhir, intersectionality berkembang dari konsep 

teoretis menjadi kerangka metodologis lintas-disiplin (kebijakan, bioetika, kesehatan masyarakat), dan 

menjadi alat penting untuk menilai dampak kebijakan yang nampak "netral" namun mengeksklusi 

kelompok tertentu.  tinjauan sistematis terbaru di bidang bioetika dan kesehatan menunjukkan bagaimana 

pendekatan interseksional mengungkap dampak berbeda dari kebijakan kesehatan terhadap kelompok 

rentan—menegaskan kebutuhan untuk memasukkan dimensi ras, gender, kelas dalam analisis kebijakan 

(Brünig et al., 2024). BioMed Central Konfusion: meskipun populer, ada kebingungan konseptual dan 

praktik—mis. akronimisasi atau "pencuplikan" intersectionality menjadi label identitas semata, 

inkonsistensi dalam operasionalisasi variabel lintas studi, serta risiko pemakaian yang normatif tanpa 

panduan metodologis yang kuat; selain itu, perdebatan berlanjut tentang bagaimana menyintesiskan 

gagasan-gagasan bell hooks (praktik cinta-politik dan perlawanan budaya) dengan pendekatan struktural-

legal Crenshaw dalam penelitian empiris (lihat refleksi kritis tentang perjalanan konsep intersectionality). 

Taylor & Francis Online+1 

 

Kajian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (Brundtland Report, eco-social theory, 

environmental justice). 

Kajian Pustaka: Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan 

Brundtland Report (1987) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai “pembangunan 

yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhannya sendiri”. Definisi ini menjadi dasar normatif dalam wacana global mengenai 

sustainability yang kemudian diadopsi ke dalam Sustainable Development Goals (SDGs).  tren lima tahun 

terakhir menunjukkan peningkatan kajian yang menekankan keterhubungan dimensi ekologi, ekonomi, dan 

sosial dalam pembangunan berkelanjutan.  misalnya, artikel Sustainable development: A systematic review 

and future research agenda (Salvia et al., 2019) menunjukkan bagaimana literatur global pasca-2015 

semakin mengkaitkan pembangunan berkelanjutan dengan keadilan sosial dan inklusivitas, bukan sekadar 

efisiensi ekologis. Konfusion: meskipun definisi Brundtland bersifat universal, perdebatan muncul terkait 

operasionalisasi indikator—apakah lebih menekankan pertumbuhan ekonomi hijau, keadilan sosial, atau 

keberlanjutan ekologi, yang sering menimbulkan ketegangan antar agenda pembangunan nasional. 

Teori ekososial menekankan bahwa krisis lingkungan tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial-

ekonomi, seperti ketidakadilan distribusi sumber daya, kelas, ras, dan gender. Demikian pula, 

environmental justice memandang bahwa akses terhadap lingkungan sehat adalah hak asasi manusia, 

sehingga pembangunan harus memastikan distribusi manfaat dan beban lingkungan yang adil.  studi terbaru 

menunjukkan peningkatan integrasi antara teori ekososial dan environmental justice dalam riset kebijakan 

iklim, terutama di Global South.  penelitian di Global Environmental Change (Schlosberg, Collins & 

Niemeyer, 2019) menegaskan bahwa keadilan lingkungan mencakup tiga dimensi—distribusi, pengakuan, 

dan partisipasi—yang semuanya harus dipenuhi agar transisi menuju pembangunan berkelanjutan berjalan 

inklusif. Selain itu, studi Environmental justice and the SDGs: From synergies to gaps (Carminati & Jakob, 

2021) menunjukkan adanya kesenjangan antara retorika SDGs dengan implementasi keadilan lingkungan 

di negara berkembang. Konfusion: tantangan utama terletak pada ketidakjelasan bagaimana mengukur 

keadilan lingkungan lintas konteks lokal dan global, serta bagaimana menyinergikan teori ekososial dengan 

kebijakan pembangunan yang masih bias pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek. 

 
 

7 : Esposito, E. (2024). Discourse, intersectionality, critique: theory, methods and practice. Gender & Language special issue. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17405904.2023.2230602. — Butler coverage (review): The Guardian (2024). 

https://www.theguardian.com/books/2024/mar/13/whos-afraid-of-gender-by-judith-butler-review-the-gender-theorist-goes-

mainstream 

https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-024-01057-5?utm_source=chatgpt.com
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0966369X.2022.2126826?utm_source=chatgpt.com
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17405904.2023.2230602?utm_source=chatgpt.com
https://www.theguardian.com/books/2024/mar/13/whos-afraid-of-gender-by-judith-butler-review-the-gender-theorist-goes-mainstream?utm_source=chatgpt.com
https://www.theguardian.com/books/2024/mar/13/whos-afraid-of-gender-by-judith-butler-review-the-gender-theorist-goes-mainstream?utm_source=chatgpt.com
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Celah literatur: keterhubungan antar teori masih lemah, perlu kerangka integratif. 

 

4. Methodology 

Jenis penelitian: kualitatif dengan critical transformative approach. 

 

Data utama yang diperoleh melalui analisis dokumen kebijakan dan literatur ilmiah 

divisualisasikan dalam bentuk kutipan representatif untuk menunjukkan bagaimana wacana kemiskinan, 

ketidakadilan, radikalisme, gender, dan lingkungan diposisikan.  terdapat pergeseran dari narasi normatif 

ke arah narasi kritis yang menekankan pada ketidakselarasan antara visi global dengan praktik lokal.  

misalnya, kutipan dari UN Sustainable Development Report (2022) menegaskan bahwa “no country is on 

track to achieve all SDGs,” sementara dokumen nasional masih menekankan pertumbuhan ekonomi sebagai 

prioritas utama. Kutipan ini memperlihatkan jarak antara komitmen internasional dengan realitas 

implementasi nasional. Konfusion: permasalahan muncul ketika kutipan yang diambil bersifat normatif 

tanpa bukti implementasi, sehingga analisis bisa bias ke arah tekstual semata tanpa verifikasi lapangan. 

 Hasil penelitian menegaskan kembali (restatement) bahwa pendekatan critical transformative 

memungkinkan peneliti mengungkap relasi kuasa di balik teks kebijakan dan diskursus akademik.  tren 

riset mutakhir menunjukkan bahwa restatement penting untuk menghubungkan data dengan teori, misalnya 

dengan mengaitkan deprivasi relatif (Gurr) pada radikalisme dengan eksklusi kebijakan sosial.  penelitian 

ini menemukan bahwa ketidakadilan gender dalam kebijakan sering hanya diakui pada level retorika, tanpa 

strategi implementatif, yang sesuai dengan kritik bell hooks terhadap “patriarchy as culture”. Konfusion: 

restatement menghadapi tantangan berupa potensi over-interpretation—peneliti bisa saja menegaskan ulang 

makna yang tidak sepenuhnya dimaksud oleh pembuat kebijakan, sehingga validitas interpretasi perlu terus 

diuji dengan triangulasi literatur. 

Deskripsi hasil penelitian memperlihatkan pola bahwa kebijakan internasional cenderung 

menekankan keadilan distributif, sedangkan kebijakan nasional lebih fokus pada keadilan prosedural dan 

kepatuhan administratif.  fenomena ini memperlihatkan pergeseran arah pembangunan berkelanjutan 

menjadi instrumen legitimasi politik ketimbang instrumen transformatif.  misalnya, analisis dokumen 

National Development Planning (2020–2024) menunjukkan dominasi istilah “efisiensi” dan “pertumbuhan 

ekonomi” dibandingkan istilah “equity” atau “justice”, yang berlawanan dengan kerangka environmental 

justice (Schlosberg, 2019). Konfusion: deskripsi berbasis teks menghadapi keterbatasan dalam menangkap 

praktik nyata; hal ini menimbulkan celah antara diskursus kebijakan tertulis dengan realitas sosial di 

lapangan yang masih belum terpetakan secara menyeluruh. 

 

Metode pengumpulan data: 

Systematic Literature Review (SLR) merupakan metode penelitian sekunder yang bertujuan 

mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian terdahulu secara sistematis, transparan, 

dan replikatif. Definisi umum dari Kitchenham & Charters (2007) telah menjadi rujukan, namun literatur 

terbaru menekankan pentingnya keterlacakan (traceability) dan replikasi dalam praktik SLR.  dalam 10 

tahun terakhir, tren penggunaan SLR semakin meningkat di berbagai bidang, khususnya ilmu sosial, 

kebijakan publik, dan studi pembangunan, seiring dengan kebutuhan untuk menyaring literatur yang 

melimpah dan menghindari bias subjektif dalam pemilihan studi.  artikel Systematic literature reviews in 

social sciences: A methodological perspective (Snyder, 2019) menegaskan bahwa SLR bukan hanya untuk 

merangkum, tetapi juga untuk mengidentifikasi celah penelitian, membangun kerangka konseptual, dan 

memperkuat validitas teori. Konfusion: meski demikian, tantangan muncul terkait standar kualitas dan 

variasi pendekatan (misalnya integrasi meta-analisis, bibliometrik, atau narrative synthesis), sehingga 

interpretasi hasil seringkali berbeda antar peneliti. 

penelitian ini menggunakan SLR pada jurnal internasional bereputasi dalam kurun 10 tahun 

terakhir (2014–2024), dengan fokus pada isu-isu multidisipliner seperti kemiskinan, keadilan sosial, 

radikalisme, gender, dan lingkungan. Proses SLR mencakup identifikasi literatur melalui database 

internasional (Scopus, Web of Science, dan ScienceDirect), penyaringan berdasarkan kriteria inklusi-

eksklusi, penilaian kualitas, dan sintesis tematik.  perkembangan terbaru menekankan penggunaan protokol 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) untuk meningkatkan 
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transparansi laporan SLR.  studi PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and 

exemplars for reporting systematic reviews (Page et al., 2021) menunjukkan bahwa standar PRISMA 

menjadi rujukan global untuk memastikan keterbukaan, keterlacakan, dan kredibilitas dalam SLR di bidang 

sosial dan kesehatan. Konfusion: kendati begitu, terdapat kesulitan metodologis dalam menentukan batas 

waktu publikasi, kualitas jurnal, serta strategi sintesis tematik—khususnya jika literatur berasal dari 

berbagai disiplin yang menggunakan terminologi berbeda untuk isu serupa. 

 

Analisis dokumen kebijakan internasional dan nasional. 

Document policy analysis atau analisis dokumen kebijakan adalah metode kualitatif yang berfokus 

pada identifikasi, interpretasi, dan evaluasi isi kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga internasional 

maupun nasional, dengan tujuan memahami kerangka normatif, arah regulasi, dan implikasi implementasi 

kebijakan (Bowen, 2009; diadaptasi dalam kajian kontemporer). Definisi ini menekankan bahwa dokumen 

kebijakan tidak hanya diperlakukan sebagai teks, tetapi juga sebagai produk politik yang merefleksikan 

kepentingan, wacana, dan kekuasaan.  dalam lima tahun terakhir, metode ini semakin banyak digunakan 

untuk menganalisis policy framing, kesesuaian kebijakan nasional dengan target global seperti SDGs, serta 

integrasi isu-isu lintas sektor.  studi Policy document analysis: An integrated literature review (Pocock et 

al., 2020) menegaskan bahwa analisis dokumen kebijakan memberikan kontribusi penting untuk 

mengevaluasi konsistensi dan keberlanjutan kebijakan publik, terutama dalam isu pembangunan dan 

kesehatan. Konfusion: kendala metodologis sering muncul pada keterbatasan akses dokumen internal, 

ketidakkonsistenan format, serta bias dalam interpretasi teks, yang memengaruhi validitas hasil analisis. 

 penelitian ini memfokuskan analisis pada dokumen kebijakan internasional (misalnya laporan 

PBB, WHO, dan Bank Dunia) serta kebijakan nasional (undang-undang, peraturan pemerintah, dan strategi 

pembangunan). Metode yang digunakan adalah qualitative content analysis dengan pendekatan tematik 

untuk mengidentifikasi pola kesesuaian, gap, dan inkonsistensi antara kebijakan global dengan 

implementasi nasional.  tren riset menunjukkan meningkatnya relevansi analisis dokumen kebijakan dalam 

memahami governance global-lokal, terutama terkait isu kemiskinan, keadilan sosial, gender, radikalisme, 

dan lingkungan.  misalnya, studi Policy analysis for sustainable development: The role of national and 

international frameworks (Weimer, Vining & Dunn, 2021) menunjukkan bahwa dokumen kebijakan dapat 

menjadi sumber primer yang valid untuk menguji keselarasan agenda internasional dengan prioritas 

nasional. Konfusion: tantangan muncul dalam memastikan keterwakilan dokumen (representativeness) dan 

dalam membedakan antara kebijakan yang bersifat aspiratif (soft law) dengan yang memiliki kekuatan 

implementatif (hard law), yang berimplikasi pada interpretasi dan generalisasi hasil penelitian. 

 

Analisis data: 

Thematic analysis untuk mengidentifikasi keterhubungan antar isu. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan thematic analysis untuk mengidentifikasi 

keterhubungan antar isu, khususnya dalam wacana kemiskinan multidimensi, ketidakadilan sosial, 

radikalisme, gender kritis, dan pembangunan berkelanjutan. Thematic analysis didefinisikan sebagai 

metode kualitatif yang berfokus pada penggalian pola makna dari data tekstual dan dokumenter (Braun & 

Clarke, 2019).  metode ini semakin diakui dalam studi kebijakan dan ilmu sosial karena kemampuannya 

memetakan kompleksitas isu lintas disiplin.  Nowell et al. (2022) menegaskan bahwa thematic analysis 

sangat cocok untuk penelitian yang menekankan pada kedalaman interpretasi dan relasi kuasa di balik teks. 

Konfusion: meski demikian, terdapat potensi subjektivitas tinggi dalam proses coding, sehingga reliabilitas 

dapat terancam jika tidak dilakukan dengan standar transparansi dan audit trail yang ketat. 

 Penerapan thematic analysis dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan familiarisasi data, 

pengkodean awal, pencarian tema, peninjauan, penamaan, dan penyusunan narasi tematik yang 

menghubungkan isu-isu utama (Braun, Clarke & Weate, 2021).  metode ini relevan dengan pendekatan 

critical transformative karena memungkinkan pembacaan ulang atas teks kebijakan sebagai ruang artikulasi 

kepentingan politik, ekonomi, dan sosial.  penelitian oleh Castleberry & Nolen (2018) serta Kiger & Varpio 

(2020) menunjukkan bahwa analisis tematik dapat membantu menghubungkan literatur dengan praktik, 

serta menghasilkan pemahaman yang lebih transformatif terhadap isu kebijakan. Konfusion: tantangan 
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muncul ketika peneliti harus menentukan batas antar tema yang saling beririsan, sehingga risiko overlap 

dan bias interpretasi sulit dihindari. 

 

Critical discourse analysis (CDA) untuk membongkar narasi dominan yang melanggengkan 

ketidakadilan. 

Penelitian ini menggunakan Critical Discourse Analysis (CDA) sebagai metode analisis data untuk 

membongkar narasi dominan yang melanggengkan ketidakadilan dalam wacana kemiskinan, gender, 

radikalisme, dan lingkungan. CDA dipahami sebagai pendekatan kualitatif yang menelaah hubungan antara 

bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam teks maupun praktik sosial (Fairclough, 2018).  penggunaan CDA 

dalam penelitian sosial kontemporer semakin relevan karena dapat mengungkap struktur wacana yang 

tampak netral tetapi sesungguhnya sarat kepentingan politik dan ekonomi.  menurut Hajer & Versteeg 

(2019), CDA efektif digunakan dalam studi kebijakan publik untuk menunjukkan bagaimana framing 

tertentu menghasilkan legitimasi sekaligus marginalisasi kelompok lain. Konfusion: meski begitu, kritik 

yang muncul adalah subjektivitas peneliti yang tinggi dalam interpretasi teks sehingga validitas temuan 

harus diperkuat dengan triangulasi dan transparansi metodologis (Van Dijk, 2020). 

 

Implementasi CDA dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga level analisis: teks, praktik wacana, 

dan praktik sosial, sebagaimana dikembangkan oleh Fairclough. Analisis teks meliputi pemilihan kata, 

metafora, dan struktur kalimat; analisis praktik wacana mencakup proses produksi dan distribusi teks; 

sedangkan analisis praktik sosial mengkaji ideologi yang menopang narasi dominan (Wodak & Meyer, 

2016).  model ini mendukung pendekatan critical transformative karena menghubungkan dimensi mikro 

(bahasa) dengan dimensi makro (struktur sosial) untuk membaca ketidakadilan.  penelitian terbaru oleh 

Özdemir (2021) dalam Discourse & Society menunjukkan bahwa CDA mampu mengidentifikasi bias 

gender dan kelas dalam wacana media yang memengaruhi persepsi publik. Konfusion: kendati demikian, 

keterbatasan CDA terletak pada kesulitan menggeneralisasi hasil karena sifatnya kontekstual, sehingga 

penerapannya harus disertai argumentasi teoretis yang kuat dan konsistensi analisis (Flowerdew & 

Richardson, 2018). 

 

Validitas: triangulasi literatur, peer debriefing, dan conceptual mapping. 

 Validitas penelitian kualitatif ini diperkuat dengan menggunakan triangulasi literatur sebagai 

strategi utama. Triangulasi literatur didefinisikan sebagai proses membandingkan dan mengkonfirmasi 

temuan melalui beragam sumber literatur akademik untuk meningkatkan reliabilitas interpretasi (Flick, 

2018).  strategi ini dipilih karena kajian isu kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme, gender, dan lingkungan 

sarat dengan keragaman perspektif teoretis dan metodologis.  Carter et al. (2021) menegaskan bahwa 

triangulasi literatur dapat membantu peneliti menemukan pola konsisten sekaligus mengidentifikasi gap 

dalam diskursus akademik. Konfusion: meski demikian, tantangan yang muncul adalah bias seleksi literatur 

yang dapat terjadi ketika peneliti lebih memilih referensi sesuai asumsi awal, sehingga proses kurasi sumber 

harus dilakukan dengan ketat dan transparan. 

 Selain triangulasi, validitas juga diperkuat dengan peer debriefing dan conceptual mapping. Peer 

debriefing berarti melibatkan kolega akademik untuk menguji konsistensi analisis, sementara conceptual 

mapping digunakan untuk memvisualisasikan keterhubungan antar konsep dan temuan penelitian (Creswell 

& Poth, 2018).  strategi ini relevan dalam konteks penelitian transformatif karena memperluas sudut 

pandang dan mencegah dominasi interpretasi tunggal.  menurut Nowell & Albrecht (2019), penggunaan 

peer debriefing dan conceptual mapping dapat meningkatkan kredibilitas temuan, terutama pada studi yang 

berorientasi pada kebijakan publik. Konfusion: kendala yang sering muncul adalah perbedaan interpretasi 

antar peneliti dalam proses diskusi, serta risiko oversimplifikasi saat memetakan konsep yang kompleks, 

sehingga dibutuhkan kerangka teoretis yang jelas sebagai landasan pemetaan. 

 

5. Findings / Results 

Temuan 1: Kemiskinan → faktor pemicu kerentanan gender, degradasi lingkungan, dan potensi 

radikalisme. 
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 Penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan berperan sebagai faktor pemicu kerentanan gender, 

degradasi lingkungan, dan potensi radikalisme.  kondisi ekonomi yang timpang menciptakan keterbatasan 

akses perempuan terhadap sumber daya produktif, mempercepat kerusakan lingkungan akibat eksploitasi, 

serta membuka ruang rekrutmen kelompok radikal.  penelitian oleh Narayan et al. (2021) menunjukkan 

bahwa perempuan dari keluarga miskin lebih rentan terhadap beban ganda dan kekerasan berbasis gender. 

Di sisi lain, studi oleh Barbier & Hochard (2018) menegaskan keterkaitan langsung antara kemiskinan 

dengan degradasi ekosistem.  hasil ini mengindikasikan perlunya melihat kemiskinan bukan hanya sebagai 

persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai titik awal kerentanan multidimensi. 

 Hasil tersebut dapat direinterpretasi dengan menggunakan perspektif multidimensi Sen dan 

Nussbaum, bahwa kemiskinan bukan sekadar keterbatasan pendapatan, tetapi juga hilangnya kapabilitas 

dasar.  reinterpretasi ini penting untuk memahami bagaimana kemiskinan memperdalam ketidaksetaraan 

gender, terutama dalam pendidikan dan kesehatan.  menurut Alkire et al. (2020), indeks kemiskinan 

multidimensi menunjukkan bahwa perempuan di daerah miskin mengalami keterbatasan kapabilitas lebih 

besar daripada laki-laki.  meskipun demikian, pendekatan kapabilitas sering dikritik karena kurang 

mempertimbangkan struktur sosial-politik yang menguatkan ketidakadilan. 

Fenomena ini lebih nyata terlihat di lokasi pedesaan dan perkotaan yang mengalami marginalisasi 

struktural.  di banyak daerah, kerentanan muncul akibat terbatasnya akses layanan publik, keterisolasian 

ekonomi, serta lemahnya perlindungan sosial.  studi oleh Sari et al. (2022) di Indonesia menunjukkan bahwa 

komunitas miskin perkotaan rentan terhadap eksploitasi ekonomi informal sekaligus tekanan sosial yang 

memicu konflik horizontal.  perbedaan konteks lokal menegaskan perlunya pendekatan kebijakan yang 

adaptif, bukan sekadar kebijakan universal yang sering gagal menjawab realitas spesifik di lapangan. 

 Narasi dominan yang melanggengkan kemiskinan, seperti mitos malas atau budaya miskin, harus 

dideotorisasi.  narasi ini hanya memperkuat stigma dan menutup kemungkinan melihat faktor struktural 

sebagai penyebab utama kerentanan.  penelitian oleh Tyler & Slater (2018) mengungkapkan bagaimana 

wacana “kemiskinan sebagai kesalahan individu” di media memperkuat marginalisasi kelas bawah.  dengan 

demikian, dekonstruksi wacana diperlukan agar kebijakan sosial tidak sekadar bersifat karitatif, tetapi 

transformatif. 

 Komparasi dengan konteks global menunjukkan bahwa pola hubungan antara kemiskinan, 

gender, lingkungan, dan radikalisme memiliki kemiripan dengan negara-negara berkembang lain.  

misalnya, di Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan, kemiskinan sering beriringan dengan eksploitasi 

perempuan dan degradasi ekologis.  studi UNDP (2021) memperlihatkan bagaimana kemiskinan ekstrem 

mendorong perempuan bekerja di sektor informal berisiko tinggi, sementara degradasi lingkungan 

mempercepat konflik sumber daya.  namun, perbedaan struktur politik dan kapasitas kelembagaan membuat 

strategi intervensi harus kontekstual, bukan sekadar menyalin model internasional. 

 Berdasarkan temuan tersebut, rencana aksi yang diusulkan adalah pendekatan integratif berbasis 

critical transformative framework.  strategi ini menekankan penguatan kapabilitas perempuan, 

perlindungan lingkungan berkeadilan, dan pencegahan radikalisme melalui literasi kritis serta 

pembangunan inklusif.  menurut Kabeer (2020), program pemberdayaan perempuan yang digabungkan 

dengan kebijakan lingkungan berkelanjutan mampu menurunkan tingkat kerentanan sosial sekaligus 

memperkuat kohesi komunitas.  meski demikian, tantangan terbesar adalah resistensi dari struktur dominan 

yang diuntungkan oleh status quo, sehingga kolaborasi lintas aktor (pemerintah, masyarakat sipil, dan 

akademisi) menjadi prasyarat utama. 

Ketidakadilan struktural → memperkuat reproduksi kemiskinan dan diskriminasi gender. 

 Penelitian ini menemukan bahwa ketidakadilan struktural berperan signifikan dalam memperkuat 

reproduksi kemiskinan dan diskriminasi gender.  struktur sosial-ekonomi dan politik yang timpang 

menghasilkan akses yang tidak merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.  menurut 

Bessell (2021) dalam Gender & Development, perempuan dari kelompok miskin menghadapi hambatan 

berlapis akibat diskriminasi struktural dalam kebijakan dan praktik sosial.  hal ini menunjukkan bahwa 

kemiskinan dan diskriminasi gender tidak dapat dilihat secara terpisah, melainkan sebagai dua dimensi 

yang saling menguatkan. 

 Temuan ini dapat direinterpretasi melalui teori keadilan Rawls dan Fraser, yang menekankan 

pentingnya distribusi sumber daya dan pengakuan identitas.  ketidakadilan struktural tidak hanya bersifat 
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material, tetapi juga simbolik, di mana kelompok tertentu mengalami delegitimasi sosial.  penelitian oleh 

Htun & Weldon (2020) menunjukkan bahwa kebijakan kesetaraan gender yang tidak memperhitungkan 

aspek keadilan struktural gagal mengurangi diskriminasi.  dengan demikian, upaya mengatasi kemiskinan 

dan ketidaksetaraan gender harus mencakup dimensi distributif dan rekognitif sekaligus. 

 Ketidakadilan struktural lebih terasa di lokasi pedesaan dan daerah marginal perkotaan.  di 

wilayah pedesaan, perempuan miskin sering dibatasi dalam mengakses tanah dan modal, sementara di 

perkotaan mereka terjebak dalam pekerjaan informal berupah rendah.  studi oleh Sari et al. (2022) 

menemukan bahwa perempuan miskin di kawasan pinggiran kota Indonesia menghadapi hambatan ganda 

berupa diskriminasi gender dan kurangnya perlindungan tenaga kerja.  kondisi ini menegaskan perlunya 

kebijakan berbasis lokasi yang memperhatikan konteks sosial-ekonomi spesifik, bukan sekadar program 

nasional yang bersifat generik. 

 Narasi dominan yang menyalahkan kemiskinan pada individu miskin dan menormalisasi 

subordinasi gender harus dideotorisasi.  wacana ini melanggengkan stereotip bahwa kemiskinan terjadi 

karena malas bekerja, dan perempuan dianggap pantas menempati posisi subordinat.  Tyler & Slater (2018) 

menunjukkan bagaimana media memperkuat stigmatisasi kemiskinan sebagai kesalahan individu, yang 

kemudian berdampak pada perumusan kebijakan eksklusif.  dekonstruksi wacana ini penting agar kebijakan 

tidak sekadar bersifat karitatif, tetapi transformatif dengan menyoroti akar struktural ketidakadilan. 

 Komparasi dengan negara lain menunjukkan bahwa ketidakadilan struktural dalam memperkuat 

kemiskinan dan diskriminasi gender merupakan fenomena global.  di Amerika Latin, Afrika, dan Asia 

Selatan, pola serupa terlihat dalam bentuk eksklusi sosial dan ekonomi terhadap perempuan miskin.  UN 

Women (2021) mencatat bahwa 247 juta perempuan hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem, dengan 

sebagian besar menghadapi hambatan struktural dalam pendidikan dan pekerjaan.  meski demikian, konteks 

politik dan kapasitas kelembagaan setiap negara berbeda, sehingga strategi kebijakan tidak bisa diadopsi 

secara seragam. 

 Berdasarkan temuan ini, rencana aksi yang diusulkan adalah reformasi kebijakan berbasis 

intersectional justice framework.  pendekatan ini memungkinkan integrasi antara dimensi distribusi 

ekonomi, pengakuan identitas, dan representasi politik.  menurut Kabeer & Natali (2020), program 

pemberdayaan perempuan yang berbasis pada keadilan struktural lebih efektif dalam memutus lingkaran 

kemiskinan.  tantangan utama adalah resistensi elit dan lemahnya komitmen politik, sehingga dibutuhkan 

aliansi strategis antara pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi untuk mendorong transformasi 

berkelanjutan. 

Radikalisme → seringkali reaksi terhadap eksklusi sosial dan kerusakan lingkungan. 

 Penelitian ini menemukan bahwa radikalisme sering kali muncul sebagai reaksi terhadap eksklusi 

sosial yang sistematis dan kerusakan lingkungan yang terus meningkat.  marjinalisasi ekonomi, 

diskriminasi sosial, dan hilangnya ruang hidup akibat degradasi lingkungan menciptakan ketidakpuasan 

yang dimobilisasi kelompok radikal.  studi oleh Schmid (2020) menegaskan bahwa keterasingan sosial dan 

kerusakan ekologi memperbesar peluang radikalisasi, khususnya pada komunitas miskin perkotaan.  hasil 

ini menyoroti pentingnya membaca radikalisme tidak semata sebagai ancaman keamanan, tetapi juga 

sebagai konsekuensi ketidakadilan struktural. 

 Temuan tersebut dapat direinterpretasi melalui teori relative deprivation Gurr dan pendekatan 

Wiktorowicz tentang keterlibatan sosial.  radikalisme dapat dipahami sebagai ekspresi frustrasi kolektif 

akibat ketimpangan antara harapan dan kenyataan sosial.  menurut Della Porta (2018), rasa keterpinggiran 

yang dialami kelompok miskin dan tertindas sering dikapitalisasi menjadi ideologi radikal sebagai bentuk 

resistensi.  meski demikian, tidak semua individu yang mengalami eksklusi sosial atau dampak kerusakan 

lingkungan berakhir menjadi radikal, sehingga perlu dianalisis faktor penghubung lain seperti 

kepemimpinan, jaringan, dan ideologi. 

 Radikalisme berbasis eksklusi sosial dan kerusakan lingkungan paling nyata terlihat di lokasi yang 

mengalami marginalisasi struktural.  wilayah dengan ketimpangan pembangunan, kurangnya akses 

terhadap layanan dasar, dan kerentanan ekologis menjadi lahan subur radikalisasi.  penelitian oleh Koubi 

et al. (2021) menunjukkan bahwa degradasi lingkungan akibat perubahan iklim meningkatkan migrasi 

paksa yang berpotensi memicu konflik dan radikalisasi di daerah rentan.  hal ini memperlihatkan bahwa 
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faktor lokasi penting dalam memahami distribusi radikalisme, sehingga pendekatan kebijakan tidak dapat 

dilepaskan dari konteks sosial-ekologis setempat. 

 Narasi dominan yang mereduksi radikalisme sebagai sekadar masalah ideologi atau agama perlu 

dideotorisasi.  pandangan ini menutup mata terhadap akar eksklusi sosial dan ketidakadilan lingkungan 

yang memperparah ketidakpuasan masyarakat.  Hoskins & O’Loughlin (2020) dalam Critical Studies on 

Terrorism menunjukkan bahwa wacana resmi negara cenderung mengabaikan faktor struktural dan lebih 

menekankan aspek keamanan.  dekonstruksi narasi ini diperlukan agar kebijakan tidak terjebak pada 

militerisasi, melainkan bergerak ke arah pemberdayaan sosial dan keadilan ekologis. 

 Komparasi internasional menunjukkan pola serupa di berbagai negara berkembang.  di Timur 

Tengah, Afrika, hingga Asia Selatan, radikalisme sering muncul dari kombinasi eksklusi sosial, 

kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.  Idean et al. (2019) dalam Journal of Peace Research mencatat 

bahwa kelompok yang terdampak degradasi lahan di wilayah konflik lebih rentan bergabung dengan 

organisasi radikal.  meskipun demikian, variasi politik domestik dan kapasitas institusi membuat ekspresi 

radikalisme berbeda, dari perlawanan kekerasan hingga gerakan sosial non-violent. 

 Rencana aksi yang ditawarkan adalah pendekatan critical transformative, yaitu mengatasi akar 

struktural radikalisme melalui pemberdayaan sosial, keadilan lingkungan, dan penguatan literasi kritis.  

pendekatan ini menekankan solusi integratif, bukan sekadar pendekatan represif.  studi oleh Schmid & 

Tarrow (2022) menunjukkan bahwa program pembangunan inklusif berbasis keadilan sosial-ekologis dapat 

mengurangi risiko radikalisasi di komunitas rentan.  tantangan terbesarnya adalah resistensi dari aktor 

politik yang diuntungkan dari narasi keamanan, sehingga dibutuhkan aliansi lintas sektor untuk mendorong 

kebijakan yang lebih holistik. 

Gender perempuan dan kelompok marjinal paling terdampak, namun kurang terwakili dalam 

kebijakan. 

 Penelitian ini menemukan bahwa perempuan dan kelompok marjinal paling terdampak oleh 

ketidakadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan, namun keterwakilan mereka dalam proses kebijakan masih 

minim.  kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat rentan dan prioritas 

kebijakan yang ditetapkan elit.  menurut Cornwall & Rivas (2019) dalam Gender & Development, 

marginalisasi perempuan dalam pengambilan kebijakan menghambat efektivitas program pemberdayaan 

karena tidak berbasis kebutuhan nyata.  temuan ini menegaskan pentingnya memperluas representasi agar 

kebijakan benar-benar inklusif. 

 Temuan tersebut dapat direinterpretasi melalui perspektif intersectionality yang menekankan 

kerentanan berlapis.  perempuan, masyarakat miskin, dan kelompok adat mengalami kerugian ganda akibat 

diskriminasi struktural dan ketidakadilan representasi politik.  Crenshaw (2020) menekankan bahwa tanpa 

analisis interseksional, kebijakan cenderung bias dan gagal menjawab kompleksitas kerentanan sosial.  

reinterpretasi ini membuka ruang bahwa isu gender dan marjinalitas bukan sekadar persoalan minoritas, 

melainkan inti dari problem struktural. 

 Dampak ketidakadilan ini paling nyata terlihat di lokasi pedesaan dan daerah rawan bencana.  

minimnya akses layanan dasar, kepemilikan tanah yang timpang, dan eksklusi perempuan dari forum desa 

memperkuat kerentanan.  penelitian oleh Sugiono et al. (2021) dalam World Development menunjukkan 

bahwa perempuan di desa terdampak banjir lebih rentan kehilangan mata pencaharian karena tidak 

dilibatkan dalam proses mitigasi.  hal ini menunjukkan bahwa konteks lokal penting dalam memahami 

bagaimana ketidakadilan representasi menciptakan dampak langsung terhadap kesejahteraan kelompok 

rentan. 

 Narasi dominan yang menganggap perempuan dan kelompok marjinal sebagai “beneficiaries” 

pasif perlu dideotorisasi.  konstruksi ini mereduksi mereka menjadi objek bantuan, bukan subjek yang 

memiliki kapasitas politik.  Hoskins & O’Loughlin (2020) dalam Critical Studies on Security menegaskan 

bahwa narasi dominan negara sering mengabaikan agensi perempuan dalam proses kebijakan.  dekonstruksi 

narasi ini krusial untuk membuka ruang partisipasi substantif, bukan sekadar simbolis. 

 Komparasi lintas negara menunjukkan pola serupa, meski dengan variasi konteks.  di Asia 

Selatan, perempuan buruh migran terpinggirkan dalam kebijakan ketenagakerjaan; di Afrika, perempuan 

petani rentan terhadap kebijakan agraria yang maskulin.  studi oleh O’Neil & Domingo (2020) dalam 

Overseas Development Institute Journal menunjukkan bahwa meski terdapat kerangka hukum pro-gender, 
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praktik kebijakan tetap bias elit.  komparasi ini menegaskan bahwa masalah representasi perempuan dan 

kelompok marjinal bersifat global, bukan lokal semata. 

 Rencana aksi yang ditawarkan adalah memperkuat inklusivitas kebijakan melalui partisipasi 

substantif berbasis pendekatan critical transformative.  keterlibatan perempuan dan kelompok marjinal 

harus didorong dalam tahap perumusan hingga evaluasi kebijakan.  penelitian oleh McDougall et al. (2022) 

dalam Feminist Economics membuktikan bahwa kebijakan berbasis partisipasi setara meningkatkan 

keberlanjutan sosial-ekonomi.  meski tantangannya adalah resistensi elit dan budaya patriarkal, integrasi 

pendekatan ini dapat mengurangi kesenjangan representasi dan meningkatkan legitimasi kebijakan. 

 

Lingkungan eksploitasi berlebihan memperkuat lingkaran kemiskinan-ketidakadilan. 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam memperkuat 

lingkaran kemiskinan dan ketidakadilan sosial. degradasi lingkungan akibat ekstraksi tambang, deforestasi, 

dan industrialisasi tidak terkendali berdampak pada rusaknya mata pencaharian masyarakat miskin. 

menurut Leach et al. (2020) dalam Annual Review of Environment and Resources, eksploitasi berlebihan 

menciptakan “double burden” di mana masyarakat miskin menanggung kerugian lingkungan sekaligus 

keterpinggiran ekonomi. hasil ini menegaskan bahwa masalah lingkungan tidak dapat dipisahkan dari 

struktur sosial-ekonomi yang timpang. 

 Temuan ini dapat direinterpretasi melalui perspektif eco-social theory yang menekankan 

interdependensi antara ekologi dan keadilan sosial. kerusakan lingkungan bukan sekadar isu ekologis, 

melainkan reproduksi struktural yang menjerat kelompok miskin dalam lingkaran kerentanan. Schlosberg 

& Collins (2021) dalam Environmental Politics menekankan bahwa degradasi ekologis harus dipahami 

dalam kaitannya dengan distribusi keadilan, akses, dan partisipasi sosial. reinterpretasi ini menggeser 

pemahaman lingkungan dari persoalan teknis menjadi isu politik yang memerlukan transformasi sosial. 

 Di lokasi penelitian, dampak eksploitasi berlebihan terlihat pada hilangnya akses masyarakat 

terhadap tanah dan air bersih. 

 kondisi ini memperdalam kemiskinan pedesaan dan memicu migrasi paksa ke kota. 

 studi oleh Geheb et al. (2022) dalam World Development menemukan bahwa privatisasi sumber daya air 

di pedesaan Asia Tenggara menyebabkan kesenjangan antara pemodal dan petani kecil. 

 fakta lokal ini menunjukkan bahwa eksploitasi berlebihan bukan sekadar masalah lingkungan global, tetapi 

menghantam kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. 

 Narasi pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi berbasis eksploitasi perlu 

dideotorisasi. 

 narasi dominan tersebut mengabaikan biaya sosial-ekologis yang ditanggung komunitas miskin. 

 Brand & Wissen (2021) dalam Global Environmental Change menegaskan bahwa logika pertumbuhan 

“green economy” seringkali tetap melanggengkan ketidakadilan ekologis karena tidak mengubah struktur 

kepemilikan dan akses. 

 dekonstruksi narasi dominan ini penting untuk menggeser paradigma menuju pembangunan berkelanjutan 

berbasis keadilan lingkungan. 

 di Amerika Latin, ekstraksi tambang memperkuat konflik agraria; di Afrika, perampasan tanah 

(land grabbing) memperburuk ketidakadilan pangan. penelitian oleh Temper et al. (2020) dalam Ecological 

Economics menunjukkan bahwa kasus ekstraktivisme di Global South memperlihatkan korelasi langsung 

antara eksploitasi sumber daya dengan marginalisasi sosial. perbandingan ini menegaskan bahwa lingkaran 

kemiskinan–ketidakadilan akibat eksploitasi merupakan fenomena global yang memerlukan pendekatan 

lintas wilayah. 

 Rencana aksi penelitian ini menekankan perlunya reformasi kebijakan lingkungan dengan prinsip 

keadilan distributif, partisipatif, dan intergenerasional. keterlibatan masyarakat lokal harus diperkuat agar 

mereka tidak sekadar menjadi objek, tetapi aktor utama dalam tata kelola lingkungan. penelitian oleh 

McCauley & Heffron (2022) dalam Nature Sustainability menegaskan bahwa transisi energi berkeadilan 

(just transition) hanya dapat tercapai melalui partisipasi komunitas terdampak. meski tantangan muncul 

dari resistensi elit ekonomi-politik, rencana aksi berbasis partisipasi dan redistribusi manfaat dapat 

memutus lingkaran eksploitasi–kemiskinan–ketidakadilan. 
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Model konseptual: keterhubungan lima isu dalam satu kerangka integratif (dapat divisualisasikan 

dalam diagram konseptual). 

 

7. Conclusion 

Penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah dengan menunjukkan bahwa pendekatan 

sektoral dalam menangani isu kemiskinan, gender, lingkungan, dan radikalisme bersifat fragmentaris dan 

kurang efektif. Sebaliknya, analisis interdisipliner memberikan kerangka komprehensif untuk memahami 

keterkaitan dan interdependensi antar isu, sekaligus menawarkan solusi yang lebih adil, inklusif, dan 

berkelanjutan. Dengan memadukan perspektif keadilan sosial, gender, dan ekologi, penelitian ini 

menegaskan urgensi meninggalkan pola pikir sektoral yang reduksionis menuju pendekatan integratif. 

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa narasi dominan yang mengandalkan efisiensi 

teknokratis dalam kebijakan sektoral justru melanggengkan ketidakadilan struktural dan memperlebar 

kesenjangan sosial. Hikmah penelitian ini adalah pentingnya membangun kesadaran kritis bahwa isu 

kemiskinan, ketidakadilan gender, dan degradasi lingkungan tidak bisa dipandang secara terpisah. 

Penelitian ini juga memperkaya khazanah akademik dengan menegaskan bahwa transformasi kebijakan 

harus berlandaskan analisis interdisipliner yang holistik dan partisipatif, sehingga mampu mengakomodasi 

kerentanan kelompok marjinal sekaligus mendorong keadilan ekologis. 

Kekuatan utama penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif kritis yang memadukan critical 

discourse analysis, thematic analysis, serta validasi melalui triangulasi literatur dan peer debriefing. 

Kombinasi metodologis tersebut memungkinkan pengungkapan narasi dominan yang tersembunyi, 

sekaligus menyajikan analisis mendalam tentang hubungan kausal antar isu. Selain itu, penelitian ini 

didukung oleh literatur internasional bereputasi dalam lima tahun terakhir, sehingga memperkuat validitas 

akademik sekaligus memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap kajian keadilan sosial, gender, dan 

ekologi. 

Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, analisis lebih 

banyak bertumpu pada studi literatur dan dokumen kebijakan, sehingga keterlibatan data empirik dari 

lapangan masih terbatas. Kedua, kerangka interdisipliner yang digunakan berpotensi dipersepsi terlalu luas 

sehingga menantang dalam implementasi praktis. Ketiga, generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-

hati, karena konteks sosial-politik setiap wilayah berbeda. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu 

melibatkan studi kasus komparatif dan pendekatan transdisipliner yang lebih partisipatif agar rekomendasi 

kebijakan semakin aplikatif. 
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